LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 79

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan serta berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka
perlu membentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa /
Kelurahan ;

b. bahwa untuk pembentukan tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;
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. Mengingat

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) ; |

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk
Rancangan Undang - wundang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan
Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

-Nemor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/
KELURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.

Daerah adalah Kabupaten Pati ;

Pemerintah Daerah adalah ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Pati ;

Bupati adalah Bupati Pati ;

Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang

memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan,

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional

dan berada di Kabupaten Pati ;

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat

Daerah ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
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Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka
masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga sebagai mitra
Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu
pada masyarakat ;

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka
mengkoordinasikan kegiatan RT ;

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk
memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan yang
berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan serta
untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa /
Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan ;

. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang
dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu
Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan
swadaya masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya
disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang
berbentuk organisasi wanita yang merupakan gerakan untuk
meningkatkan pembinaan kesejahteraan keluarga ,
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BAB i
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

a.

untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kegotong-
royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat
secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;

untuk membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Desa / Keluarahan ;

sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelak sanaan dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

a.

C.

d.

terpeliharanya nilai - nilaii  kehidupan  masyarakat
Desa/Kelurahan yang berdasarkan gotong royong dan
kekeluargaan ,

tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan ;

terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan ;

terciptanya kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat
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